
暗証両面可

WAL重KOTA SIBOLGA

pROv工Ns量suMATERA u皿RA

pERATURAN DAERAH Ko恥slBOLGA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TEN皿NG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿s工BOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan皿asy紬akat di daerah masih

te｢dapat ketidaksetaraan din　ketidakadil劃　gender

sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender

melalui perencanaan,　penyusunan,　pelaksanaan,

peng弧ggar紬, pemantauan, d紬ev血uasi atas ke坤akan

program dan kegiat紬pembangunan di daerah;

b･ bahwa pengamst劃aan gender meⅢpak紬salah sam

strategi untuk menciptak狐　kondisi y狐g setara din

seimbang ba出しaki○○a貼dan perempu孤dal狐me皿peroleh

peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat

pe皿b狐gunan sehingga akin　tercipta suatu kondisi

kead孤an dan kesetaraan gender;

G bahwa d瓢刺　でangka　皿engopti皿a｣k紬　pelaks劃a紬

pengamst劃aan gender di Kota Sibolga, se正a guna

menindaklanjuti lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

ten屯ng Pengamst劃aan Gender d瓢am Pembangunan

Nasional dan Pcratur孤Mente轟Dalam Negeri Nomor 15

Tahun　2008　tentang Pedom孤　Umum Pelaksanaan

Pengamstamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peratur狐Menteh Dal劃Negeri Nomor 67

Tahun 2011 tent紬g Pembah孤Atas Peratur弧Menteh

Dal劃Negeh Nomor 1与Tahun 2008 tentang Pedoma皿

Umum Pelaksana劃Pengamst狐aan Gender di Daerah;

d bahwa berdasarkan pe正imbang狐sebaga王m狐a dimaksud

pada huⅢf a, huⅢf b, dan huⅢf c, perlu menetapkan

Peratur弧Daerah tentang Penga皿sut劃aa皿Gende｢;



Meng血gat : 1･　Pasal 18 Ayat (6) Und劃g-Undang Dasar Negara Republik

暮ndonesia Tahun 1945;

2　　Undang-Undang Nomor　8　Drt･ Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembar劃

Negara RepubHk　量ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

3･　Und劃g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub重ik

工ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor　9　Tahun　2015　tent紬g Perubahan Kedua Atas

Undang-Und紬g Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntah狐　Daerah (しembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2015　Nomo重　58, Tambah狐Lemba重孤

Negara Republik重ndonesia Nomor 5679);

4　　Peraturan Menteh D血am Negeh Nomor 15 Tahun 2008

tcnt皿g Pedo皿an Umum Pelaks劃aan Pengamsuta皿a紬

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah deng弧

Peraturan Menteri Dal劃Nege轟Nomor 67 Tahun 2011

tent紬g Pembah紬Atas Peraturan Menteri Dalam Negeh

Nomor　15　Tahun　2008　tentang Pedom紬　Umum

Pelaksana紬Penga｢usuta皿aan Gender di Daerah (Be正ta

Nega重a Republik重ndonesia Tahun 20 1 1 Nomor 927);

ま　　Peraturan Menteh Negara Pemberdayaan Perempuan din

Perlindung弧Anak No皿or 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan Perencana紬da皿Peng紬ggar弧

yang Respons遭Gender untuk Peme丘ntah Daerah (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 1346);

6.　Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Per宣indungan Anak No皿or 9 Tahun 2015 tent劃g量ndikator

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pembe｢dayaan Perempuan dan Perlindung孤Anak (Behta

Negara Republk Indonesia Tahun　2015　No皿or 1213)

sebagaim紬a telah diubah deng孤　Peraturan Mente｢i

Pemberdaya劃Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

7 Tahun 2018 tentang Pembahan Atas Pe重aturan Mcnteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

9 Tahun 20 15 tent狐g Indikator Pe皿antau紬d紬Ev血uasi

Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Behta Negara Republk Indonesia

Tahun 2018 Nomor 990);



Deng孤Perset可u紬Bers劃a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOしGA

dan

wAL量Ko弘sIBOLGA

MEMUTUs恥N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB重

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peratur劃Daerah血i y紬g dimaksud dengan ‥

1･ Daerah ad瓢ah Daerah Kota sibolga.

2･ Peme正ntahan Daerah adalah penyelenggara紬　umsan

peme正ntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas

pembantu紬dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dal孤

sistem dan phnsip Negara Kesatuan Republik量ndonesia

sebaga王mana dimaksud d血am Undang-Und孤g Dasar

Negara Republik重ndonesia Tahun 1945.

3･ Pe皿ehntah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

pe調yelcngg狐a pemchntahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan umsan pemehntahan y孤g me垂adi

kewenangan daerah otonom.

4･ Wali Kota adalah wali Kota sibolga.

5. Dewan Pervakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Peme轟ntahan Daerah.

6･　Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7･ Kepala Perangkat Daerah adalah Kep瓢a Perangkat Daerah

di lingkungan Peme轟ntah Daerah.

8･ Pengamsutamaan Gender yang sela巾utnya dis血gkat PUG

adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan

gender me巾adi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

keb主jak紬d紬progra皿pcmb紬gunan nasionaL

9,Gender,.



9･ Gender ad血ah konsep yang mengacu pada pembeda弧

peran,珊ngsi dan t狐ggung jawab la虹-1a虹dan perempuan

y紬g te寄adi akibat dari dan dapat be｢ubah oleh keada紬

sosial dan budaya masyarakat.

10･ Kesetara紬Gender adalah kesama紬kon出si bagi la虹-1a貼

dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

hak種ya sebagai　皿a皿usia, agar m劃pu berper狐　d狐

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social

budaya, pe直ahanan dan ke狐anan d紬kesa皿aan d血a皿

menikmati hasil pembangun劃･

11･ Keadila皿Gende丁ad血ah suatu proses untuk me垂adi adil

terhadap lam-1a貼dan perempuan dalam pembangunan･

12･ Analisis Gende重mempakan proses analisis data gender

secara sistematis tenta皿g kondisi la貼-1a貼d紬perempuan

khususnya berka王t紬　dengan tingkat akses, partisipasi,

kontrol dan perolehan manfaat dalan proses pembangunan

untuk mengungkapkan akar pe皿asa工ah紬　te亘adinya

ketimpangan keduduk狐,血ngsi, peran dan t紬饗甲ng jawab

antara laki-laki dan perempuan.

13･ Responsif Gender meruapak紬suatu proses peren∽naan

hingga pelaksanaan pembangunan yang mempe誼mbangkan

dan mengakomodasi kebutuhan laki-1aki dan perempuan

terutana terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan

m anfaat.

14･ Perencana紬　Responsif Gender mempak紬　perencanaan

untuk mencapai kesetaraan din　kcadil狐　gender yang

dilakukan melalui pengintegrasian pcngalaman, aspirasi,

kebutuh紬, potcnsi d紬penyelesai紬pemasalahan la貼-lam

d弧perempu紬,

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG

adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki

dan pere皿puan yang t可uamya mtuk mew可udk狐

kesetaraan dan keadilan gender･

16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Ciender yang selanjutnya

disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana

d狐　penggerak PUG dah berbagai instansi/1embaga　出

Daerah.

17･ Tim Pen務erak atau Driver PUG meⅢpakan kelembagaan

ut劃a dal劃　pelaks紬a紬　PUG yang ber孤ggotak劃

Badan/Dinas yang membid孤gi uⅢs紬　perencanam

pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, keuangan, dan pengawas弧.

18･ Focal Point Pengamsutama紬　Gender y狐g sela可utnya

disebut Foc粗Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah

y劃g mempunya上　kemampuan untuk melakuk狐

pengamsutamaan gender di unit ke重j anya masing-masing.

J9. Rericc肌a...



19･ Renc孤a Ke重ja Pemehntah Daerah y餌g sela叫utnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

pe五〇dc 1 (satu) tahun atau disebut deng紬　renc孤a

pembangun紬tahunan daerah.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra Perangkat Daerah ad瓢ah dokumen

perenc孤aan Per紬gkat Daerah untuk periode　5　ぐima)

tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Re互a Per劃gkat Daerah adalah dokumen perenc紬a紬

Per狐gkat Daerah untuk pe五〇de 1 (satu) tahun.

22. Renc紬a Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penanggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

23･ Do血imen Pelaksanaan Anggar弧Satu劃Ke重ja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPA SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan

pembiayaan SKPD yang melaks紬ak紬血ngsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

oleh pengguna anggaran.

24･ Renc紬a Aksi Daerah PcngaⅢsut劃a紬　Gender yang

sela垂utnya disebut RAD PUG adalah pedo皿a皿　untuk

menyusun ker劃gka pelaks狐aan pengamsut劃aan gender･

Bagian Kedua

Asas

Pasal2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas :

a･　non diskhminasi;

b. persamaan substantif;

c･　pembe重dayaan;

d.　kem紬usiaan;

e.　kebangsa紬;

f.　partisipa哩

g･　keadilan;

h･ kete巾ib孤d紬kepasti劃hukum;

i･　kesei皿b狐gan, keserasian da皿keselarasan;

j.  in曲usi; din

k.　s血ergitas.



Bagian Ketiga

Maksud dan T可uan

Pasal3

Peraturan Daerah ini dimaksudk紬untuk membcrikan landasan

hukum kepada Pemehntah Daerah dalam penyelen箆araan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang

responsif gender.

Pasal4

Peratur劃Dae｢ah ini bert可um untuk :

a･ membchkan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dala皿

menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan

melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan

dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan

pcmb弧gunan di Daerah;

b･ mew可udkan perencanaan responsif gender mel心血

pcngintegrasi紬pcngal劃an, asp正asi, kebutuh弧, potensi din

penyelesaian pemasalahan laki-laki dan perempuan;
c･ mew可udk狐　kesetaraan dan keadil孤　d血am kehidup紬

berkeluarga, bemasyarakat, berbangsa dan bemegara;

d･皿ew可udkan pengelola紬　an幾aran daerah yang responsif

8ender;

e･ meningkatkan kesetaraan dan keadぬn dal劃　kedudukan,

pcranan, d紬tan鑑ung jawab lam-1a貼d孤perempuan sebagai

insan dan sumber daya pembangunan;

f･ meningkatk劃per劃d狐ke皿andiha皿lembaga y狐g mena皿g狐i

pemberdayaan perempu狐; dan

g･ mew可udk紬kesetaraan gender din　keadilan gender dal狐

bid紬g pe皿didikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi

dan pemc正ntahan.

Bagian Keempat

Ru孤g Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dal劃Peratu｢紬Daerah ini

a･ Tugas d紬wewen劃g;

b. Perenc紬aan PUG;

c. Pelaksanaan PUG;

d. Pemberd争yaan PUG;

e. Pe寒aporan;

I. Pe皿antauan dan Ev血uasi;

g･ Per弧Serta Masyarakat;

h. Pembinaa皿; dan

i. Penghargaan.



BAB○○

TUGAS DAN WEWENANG

Bagi狐Kesatu

皿gas

P盆Sal6

(1) Dalam pelaks狐aan PUG di Dae丁ah, Peme轟ntah Daerah

bertugas :

a〃　皿enうりsun dan menetapka皿　kcb主jakan, perencanaan

program, pelaks狐aan PUG, kegiatan pembangunan

responsif gender yang ditu紬gkan d血劃RPJMD, RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;

b･ memぬsilitasi penguatan kelembaga狐dan pengembangan

mekanisme PUG pada lembaga pemerintah〕 perguⅢan

tinggi dan lembaga non pemerintah;

c･ membehkan bantuan tcknis, an瓢isis gender, perencanaan

紬ggaran yang responsif gender, pengembangan mated

komunkasi, in王bmasi dan edukasi tentang PUG;

d･ melaksanakan PUG y紬g terka王t dengan ums劃

pembangun紬temtama di bid紬g pendidikan, kesehatan,

ketenagake重ja孤d紬sosial, koperasi d組usaha mik｢o kecil

menengah, ketah弧狐pangan, pe巾ani紬, otonomi daerah

d劃pe皿crintahan umum, kesatu孤b紬gsa dan politik

dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan

perempu紬dan keluarga berenc孤a;

e･ memぬsilitasi data terpilah皿enumt jenis kela皿in;

青　mcmbentuk kelembagaan d紬mek紬isme ke重ja PUG paling

rendah sa皿pai dengan tingkat kelu重ah紬;

g･ membe轟k紬　pendamp血gan bagi kelembagaan PUG

dise皿ua tingkat紬;

h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatm; dan

i･ melakukan k○○rdinasi dengan inst紬si vertikal.

(2) Keten血an lebih la可ut mengena王kelembagaan dan meka皿isme

keヰa PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf I diatur

dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Kewen狐gan Peme正ntah Daerah dal劃　pelaksanaan PUG di

Daerah melipu也:

a･ penetapm, k○○rdinasi,魚s組itasi dan mediasi pclaks紬aan

kebijakan PUG;

b･ねsilitasi penguat紬　kelembagaan dan pengembangan

mekanisme PUG pada lembaga pemehntahan, 1embaga

penelitian dan penge皿bang紬　gender, serta lembaga non

pemerintah ;

c.た○○rd肌のSl….



c･ k○○rdinasi d紬ぬsilitasi pelaksanaan ke坤akan, program dan

kc由atan y劃g重esponsif gender;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;

e･ pembenan bantuan te血is,ぬsiliぬsi pelaksana狐PUG (紬alisis

gender, perencanaan　紬ggar狐　yang responsif gender dan

pengembangan materi komunikasi, inめmasi dan edukasi

PUG);

青　pelaksanaan PUG y紬g terkait dengan bidang pembangunan

temta皿a di bid紬g pen髄dikan, kesehatan, ekonomi, hukum

dan p○○itik; dan

g･ぬsi止tasi penyedia狐data terpilah皿enurut jenis kclamin din

be｢dasark紬血anぬat.

BAB賞工賞

PERENCANAAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal8

Peme正ntah Daerah berkewajiban menyus皿ke坤akan, program, dan

kegiatan pe皿bangunan responsif gender y狐g ditu紬gkan dalam

RPJMD, Renstra Pe｢angkat Daerah, dan Re巾a Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

A皿alisis Gender

Pasal9

(I) Penyusunan ke坤akan, program, d劃kegiatan pembangun紬

responsif gender sebaga王m狐a dimaksud dal劃　Pasal　8

dilakukan melalui analisis gender.

(2) Dalam melakuk弧analisis gender sebaga王mana dimaksud pada

ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender

(Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.

(3) Analisis gender terhadap RKA-SKPD d孤DPA Per孤gkat Daerah

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah･

(4) Pelaks狐aan anaHsis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA-SKPD, dan

DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan

Tinggi atau pihck lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal10

(1) Perenc紬a劃dan anggar弧y劃g responsif gender sebaga王皿紬a

dimaksud dalam Pasal 9 diarahkan sampai kepada kelompok

rent紬.

/2) Kelo′γ四〇た...



(2) Kelompok rentan sebaga王mana dimaksud pada ayat (1)皿eliputi:

a. anak;

b･ perempu紬;

c. anak dan perempuan korban kekerasan;

d.出sabilitas;

c. 1a可ut usia;

f. kepala ke重uarga perempuan;

9. kcluarga皿is比n; din

h. anak d紬perempuan dalam situasi benc狐a.

BABIV

PBしAKSANAAN PUG

Bagi狐Kesatu

Umum

Pasal11

〈1) Wali Kota be正anggungjawab atas pelaks劃a紬puG di Daerah

(2) T紬ggung jawab scbagaim紬a dimaksud pada ayat (1) dapat

dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.

(3) T弧ggung jawab sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pas血12

W粗i Kota皿enetapk紬Per餌gkat Daerah y劃g membid紬gi urusan

peme正ntahan di bidang pembcrdaya餌dan perlindungan perempuan

sebaga王　k○○rdinator penyelenggaraan PUG di Daerah, dengan

melibatk劃　Pe重angkat Daerah y孤g melaksanak狐　urusan

peme正ntahan di bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan terkait lainnya.

Bagi紬Kedua

Pengorganisasian

Paragraf 1

Pokja PUG

Pas瓢13

(1) Dalam upaya percepat劃　pe重embagaan PUG di se量umh

Per肌gkat Daerah Kota Sibolga dibentuk Po鴫a PUG.

(2) W瓢i Kota menetapk孤　Kep瓢a Per弧gkat Daerah yang

membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai

ketua Po鴫a PUG din　Kepala Perangkat Daerah y孤g

membid紬gi umsan pemberdayaan perempuan sebagai Kepala

Se血etahat Pokj a PUG.

(3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
selumh円mpinan Perangkat Daerah.

(4/ Bede血尿のれ...



(4) Pembentukan Pokja PUG sebagainam dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputus紬Wali Kota.

Pasal14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13　ayat (1)

mempunyai tugas :

a･ mempromos並an d紬皿emぬsilitasi PUG kepada masing-masing

Perangkat Daerah;

b･ melaksanak紬sosi亜sasi d紬advokasi PUG kepada Per紬gkat

Daerah dan Lurah;

c. menyusun program keq‘a setiap tahun;

d. mendorong tervujudnya perencanaan dan penganggaran yang

responsif gender;

e･ menyusun renca皿a ke重ja Po均a PUG setiap tahun;

f･ bert狐蕗ung jawab kcpada wa重i kota melalui wakil w瓢i Kota;

g･ memmuskan rekomendasi ke坤akan kepada Wali Kota;

h. menyusun Pro正1 Gender Dacrah;

i･ melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-皿asing

Perangkat Daerah;

j･ mcnetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap

anggaran Daerah yang responsif gender;

k･ menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan

1･ mendo｢ong dilaks狐akamya pemilih孤　d紬　penetap狐　Focal

Point di masing-masing Per紬gkat Daerah･

Paragraf 2

Tim Penggerak atau Dhver PUG

Pasal 15

(1) Tim Penggerak atau Dhver PUG dibentuk untuk memastikan

mutu atas penilai紬　pelaksana紬　PUG, se巾a mendorong

komitmen pimpinan dalam pelaks紬aa劃PUG baik dad sisi

perencana餌, penganggaran, pelaksanaan anggaran, se巾a

imple皿entasi PUG.

(2) Tim Pen箆erak atau Driver PUG sebagaim紬a dimaksud pada

ayat (1), terdiri dari per紬gkat dae｢ah yang menyelenggarakan

urusan peme正ntahan bidang perencanaan, perangkat daerah

y孤g menyelenggarakan umsan peme正ntahan dibida皿g

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat

daerah yang menyelenggarakan ums孤pemer止tah狐bida皿g

pengelo重aan keuang狐,　dan per狐gkat daerah yang

menyelenggarakan ums紬peme五ntah紬dibidang pengawasan.

(3) Pembentukan Tim Pen籠e｢ak atau Driver PUG sebagaimana

di皿aksud pada･ ayat (1) ditetapkan dengan Keputus紬Wali Kota..

Pczmg調/ 3...



Para騨-aJ 3

Tim Teknis

Pas瓢16

(1) Tim Te血is sebagaima皿a dimaksud dal狐Pasal 14 bumf j

ber劃縫otakan aparatⅧ yang memahami ana脆sis anggaran

responsif gender.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

deng紬Keputusan Wali Kota.

(3) Rencana Aksi Daerah PUG di Daera血sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 humfk memuat:

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

b･ PUG dalam s皿us pemb紬gun劃di daerah;

c･ Penguat孤ke宣embaga紬PUG di daerah; dan

d･ Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pa重agraf 2

Focal Point PUG

Pasal 17

(1) Focal Point PUG sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 14 bumf I

pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau star

y孤g me皿bid狐gi dan/atau progr劃.

(2) Focal point PUG sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

mempunya王tugas:

a･ mempro皿os址劃PUG pada unit ke寄a;

b. memfasilitasi pen叩sunan rencana kerja dan penganggaran

Perangkat Daerah y劃g responsif gender;

c･ melaksanak孤pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada

seluruh pejabat dan star di lingkungan Perangkat Daerch

d紬止ngkung弧masyarakat;

d･ melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimp血an Per餌gkat

Daerah;

e･ mendorong pelaksanaan劃alisis gender terhadap ke坤akan,

progran dan kagiatan pada unit kerja; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap perangkat

Daerah.

(3) Foca重Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih

dan柾tetapka皿○○eh Kepala Perangkat Daerah･



BABV

pELApo恥N

Pasal 18

(1) Wali Kota皿e叩ampaik紬1坤or紬pelaks孤a紬PUG kepada

Gubemur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan has虹pelaks紬aan PUG sebaga上皿紬a dimaksud pada

ayat (I) melipu宙

a･ pelaks紬a狐progr紬d劃kegiat紬;

b･ instansi yang terHbat dalam pelaksanan kegiatan;

c･ sasar劃kegiat紬;

d･peng塩unaan　紬ggaran yang be｢sumber da轟　APBD atau

sumber lain;

e･ pemas血ah狐y紬g dihadapi;

f. upaya yang telah dilakukan.

(3) P〇時a PUG menyampaikan lapor紬pelaksanaan PUG secara

berkala setiap 6 (en劃) bulan kepada W瓢i Kota.

(4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada
Gubemur secara berkala setiap Tahun Anggaran.

(5) Lapor紬hasil pelaksana紬PUG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a･ program ke寄a PUG tahun紬gga重an y狐g bersangkutan;

b･ hasil y紬g telah dicapai dalam pelaksanaa皿PUG pada tahun

be重jal紬;

c･ hambat劃yang di血dapi dalam pelaksana劃PUG; din

d･ upaya yang dnakuk紬d血a皿men紬gani hambatan yang ada･

Pas血19

しaporan sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 18 me垂adi bahan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BABVI

PEMANTAUAN DAN EVALUAS暮

Pasa重20

(1) W血i Kota melakukan pemantau紬d狐evaluasi pelaksanaan

PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d虹akuk紬pada setiap Per紬gkat Daerah secara be巧e垂訓g antar

susunan peme正ntah紬.

(3) Pem狐tau紬d劃evaluasi pclaks劃aan PUG d遭akuk紬sebelum

diadak紬nya pcnyusunan program atau kegiatan tahun

be rikutnya.

/4/ Per肋gたat



(4) Per紬gk盆t Daerah yang membid狐gi ums紬　pe｢encanaan

pembangunan daerah evaluasi secara mako terhadap

pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat
Daerah.

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui keljasama

dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga

Swadaya Masyarakat.

(6) Has皿ev血uasi pelaksana紬PUG me垂adi bah弧masukan d血am

penyusunan ke坤ak紬, progra皿d紬kegiat紬tahun mendatang.

BABV重I

pERAN sER船MAsyARAKAT

Pasal21

(1) Setiap or紬g, masyarakat, org紬isasi masyarakat, lembaga

swadaya masy虹akat, dunia usaha, media, PerguⅢan tin蕊i dan

lembaga pendidikan laimya dapat bcrpa血sipasi dalam berbagai

kegiatan PUG.

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan laimya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi,

kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan

dcng紬upaya melaksanak狐PUG,

(3) Peran se轟a masyarakat sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2)

adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

dik○○rdinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

Pembcrdaya紬Perempuan.

BABVII量

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal22

(1〉　W血i Kota bcrwenang melakuk劃　pembinaan tcrhadap

pelaksanaan PUG di daerah.

(2) W瓢i Kota dapat meli皿pahkan kewenang弧　pembinaan

sebagaimam dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Dae重ah

y弧g membid劃gi tugas pemberdayaan perempuan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi:

a･ penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;

b･ penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,

kon sultasi, advokasi dan k○○rdinasi;

c･ pe皿紬tauan dan ev血uasi pelaksanaan PUG di Perangkat

Daerah d紬Desa/ Kelurahan;

d･ peningkat劃kapasitas Focal Point, Pc噂a PUG, 1embaga

pendukung PUG; din
e･ strategi pencapa王餌kine重ja.

馳saz23



Pasal23

(1) W血i Kota melakukan pengawas紬te重hadap pelaksana劃puG.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum

dilaksanaka皿　oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

umsan pcmerintahan bidang Pengawas紬.

Pasal24

Keten血an lcb血1a垂ut mengenai meka正sme pe皿bina狐　dan

pengawas紬diatur dalam Peraturan WaH Kota.

BABIX

PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Wali Kota dapat membehk紬penghargaan kepada Per紬gkat

Daerah dan Kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pembe正an pengharga紬sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibe止k紬sesuai dengan kemampu弧keu孤g劃dae｢ah.

(3) Kcten血an　重ebih la垂ut mengenai bentuk cla皿　tata cara

pcmbehan pengh紬ga紬sebaga上mana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peratu重an Wali Kota.

BABX

PEM B IAYAAN

Pasa重26

Pembiaya狐pelaks紬aan progra皿dan kegiatan PUG di Daerah dapat

bersumber dad :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b･ sumber-su皿ber la血yang sah dan tidak mengikat scsua王dengan

ketentu紬peraturan pemndang-皿dang餌･

BABX量

KETENTUAN PENUTUP

Pasa上27

Peraturan Pelaks紬aan dad Peraturan Daerah ini ditetapk劃paling

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini

diund狐gkan.

PαSα1 28.…
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PENJELA SAN

A皿s

pE払TURAN DAERAH KOTA s量BOLGA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TEN恥NG

pBNGARusu皿MAAN GENDER

I.　UMUM

Pers劃aan keduduk紬antara la虹-1a虹dan perempua皿telah坤a皿血di

dal劃　Und孤g-Und紬g Das狐　Negara RepubHk　量ndonesia Tahun 1945

khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentuk紬bahwa -~Scg血a warga negara

bersamaan kedudukamya髄da｣am hukum dan pemerintahan d紬wajib

me可u可ung tin鶉i hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecu血inya一一･ W血aupun Undang-Undang Dasar Negara Repub止k Indonesia

Tahun 1945 me可amin persa皿aan kedudukan setiap warga negara balk la貼-

1a虹　maupun pe重empu弧　dan　重ndonesia telah merat沌kasi Konvensi

Pcrc皿puan di Be郵ng Tahun 1995, namm hingga saat ini perempu紬masih

mengala皿i dis虹i皿血asi ha皿pir di segala bid紬g kehidup劃･ Hal ini

mempunyai danpak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal

d瓢am meni血ati basil pemb紬gunan sehin製a perempuan yang meⅢpakan

bagian dari pros�2��Vﾖ&�誣V������6柳��ﾂﾂ���宥R�6V&�v����Vﾆ�ﾈﾇ6Vｶ�ﾆ殆W0

pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses,

pa正isipasi d劃ma皿ぬat y紬g setara deng狐lakト1a虹, temta皿a d心細proses

pemmusan ke坤akan dan pcng劃bil紬　keputusan maupun dalam

pelaks紬a紬pembanguna皿di semua bid孤g d紬semua tingkatan･

Berdasark紬hal tersebut di aぬs d狐sebagai tindak la巧ut dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste皿Perenc紬aan Pemb紬gun劃

Nasional, Undang-Und紬g Nom○○ 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaim狐a telah beberapa kali diubah tcrakhir deng劃Undang-

Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Ke重ja, Inst調ksi Presiden Nomor

9　Tahun　2000　tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman U皿um Pelaks孤aan Pengamsuねma紬　Gender di Daerah

sebagai皿a狐a telah血ubah dengan Pera請r紬Mente轟Dal劃Negeri Nomor

67 Tahun 2011 tentang PeⅢbahan Atas Peraturan Mcnteh Dalam Nege正

No鳳or　15　Tahun　2008　tentang Pedo皿an Umu皿　Pelaksa皿aan

Pengamsutamaan Gender髄Daerah maka pelaksana紬Otonomi Daerah

berdasarkan prinsip-pnnslp demokratis,　keterbukaan,　partisipatif,

pemerataan dan keadil劃　se巾a dengan mempe轟i皿b紬gkan potensi din

keanckaragaman daerah pcr重u direspon secara a正f clan　坤aksana oleh

Peme正ntah Daerah khususnya terhadap pelaks紬a紬　pe皿berdayaa皿

perempuan di Kabupaten Klaten. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya

manusia baik laki-1aki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban

serta per紬dan tangg皿ng jawab y紬g sama sebagai bagian integral dari

potensi pembangunan daera血sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal

dal劃upaya mew可udk紬keset虹aan dan keadil紬gender.

Upaya pelaksanaan pengaⅢsuta皿a狐gender yang mencakup semua

bidang pembangunan, seperti hukum, ckono皿i, politik, ag狐a, pcndidikan,

sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan

hidup dan pertahanan keamanan, perlu {坤adik紬r可ukan d孤dite重jemahkan

serta diser盆s並an secara operasional ke dalam ke坤ak紬/progr劃kegiata皿

yang ditetapkan oleh Pemer血tah Daerah dal狐aspek-aspek perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan

daerah.



Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya

pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara

ko皿prehensif dan berkes正調bung紬, Pemerintah Daerah perlu mem調usk紬

strategi pengamsutamaan gender untuk dituangkan dal狐　Peraturan

Daerah.

Deng紬　adanya Peraturan Daerah　血i dimaksudkan sebagai arah

pedoman dan ga皿bar弧pola pik㌔ bagi Pemehntah Daerah d血am r紬gka

mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara

op仕ma重se巾a deng狐t可u紬terw可ud重v盆pengamsutama貧n gender sec紺a

nasional dari Pe皿e正ntah Daerah pada semua sektor pembangunan i

1暮.恥sAしDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pas瓢2

Humfa

Yang dimaksud dengan血ase "asas non disk正mina心㍗ mempakan

asas yang tidak membedak狐perlakuan d瓢劃segala hal ikhw血

y紬g berhubungan deng狐warga negara atas dasar suku, ras,

agama, golong紬, jenis kelamin dan gender,

Humfb

Y弧g dimaksud deng紬　血ase "asas Persama紬　substanti㍗

mempakan asas y紬g memand紬g pers劃aan hak laki-1a虹dan

perempuan ･

Humfc

Cukup jelas.

Hu皿でd

Yang dimaksud dengan frase "Kemanusiaan" merupakan asas yang

terka王t dengan pengharga紬terhadap ma轟abat manusia ta皿pa

membedakan strata_　sosial, status sosial, status politik, etnik,

agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya.

Hu則fe

Cukup jelas.

Hu調でf

Y孤g dimaksud dengan虹ase "asas par竜sipati㍗ mempakan hak

masyarakat untuk terlibat d瓢am proses tahapan perenc餌aan

pembangun紬　Daerah din　bersiぬt in曲usif terhadap kelompok

masyarakat renta皿temaginalk紬untuk mengakomodasi setiap

紬ggota　血asyarakat untuk berperan aktif dalam proses

pe皿gambilan keputus劃　ba王k secara langsung maupun tidak

langsung.

Hu皿でg

Yang dimaksud dengan frase "asas keadilan" merupakan

perlakuan adil bagi pere皿pu紬da皿laki-laki dalam keseluruh紬

proses ke坤akan pemb孤gun劃　deng弧　mempertimba皿gkan

pengalaman, kebutuh紬, kesuHt紬, hambat紬sebagai perempu紬

d狐sebaga王la貼-1a瞳untuk mendapat akses dan manぬat dad

usaha-usaha pemb劃gunan, untuk ikut be重曹artisipasi dalam

menga皿b組　keputusan se巾a dalam memperoleh penguasaan

(kontrol) terhadap sumber daya.



Hu｢uf h

Cukup jelas.

Humfi

Cukup jelas.

Humfj

Yang dimaksud dengan frase "asas inklusi" merupakan pendekatan

untuk mcmb紬gun dan mengembangkan sebuah重ingkungan y紬g

semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua

orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karaktc正stik,

kem劃pu劃, status, kondisi, etn庇, budaya dan la上nnya.

Humfk

Yang dimaksud dengan frase "asas sinergitas�ﾖW'W��ｶ���W����

membangun dan memastikan hubungan kcヰiasama yang produktif

serta kc皿i廿aan yang hamonis deng狐　para pem劃gku

kepent血gan d血a皿perenca皿aan, pelaksana狐se轟a perw可ud紬

kesetara･an dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal10

Ayat(1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Hu叫でa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud pere血pu紬adalah perempuan dalam situasi

d劃kondisi pada umumnya, termasuk perempuan H工V/AIDS.

Humfc

Cukup jelas.

Humfd

Cukup jelas.

Humfe

Cukup jelas.

Humff

Cukup jelas.

Hu-fg

Cukup jelas.

Guruf h

Cukup jelas.

Pas血11

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal13

Ayat(1)

Cu血p jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup j elas.

Pas血14

Cukup jelas.

Pas血15

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup j e量as.

Pasa重16

Aya亡(I)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

小手at (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pas瓢18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jclas.

Ayat (3)

Cukup jclas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jclas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Åyat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(I)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pas血26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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